o

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2021

KEMENKEU. Pembelian Kembali Surat Utang
Negara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 3/PMK.08/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI

SURAT UTANG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai pembelian kembali Surat
Utang Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian
Kembali Surat Utang Negara;

bahwa untuk memperluas pihak yang dapat mengajukan
penawaran penjualan Surat Utang Negara secara
langsung atau melalui Dealer Utama kepada Pemerintah
dengan metode bilateral buyback dalam rangka
pembelian kembali Surat Utang Negara, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018

tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat
Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4236);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nom, or
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018
tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1551);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
149/PMK.08/2018 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT
UTANG NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat
Utang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
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Nomor 1551), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN
adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta
asing yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai
masa berlakunya.

Surat Perbendaharaan Negara adalah SUN yang
berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas)
bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon
dan/atau dengan pembayaran bunga secara
diskonto.

Menteri Keuangan, yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Keuangan Negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal
adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan
Kementerian Keuangan yang membidangi urusan
pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Pihak adalah investor yang memiliki SUN baik orang
perseorangan warga negara Indonesia maupun
warga negara asing, lembaga negara, perusahaan
atau usaha bersama baik Indonesia maupun asing
di manapun mereka berkedudukan.

Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat BI
adalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
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10.

11.

12.

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2009.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya
disingkat LPS adalah lembaga yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2009.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang
selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial baik Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan maupun Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan
penugasan khusus dari Pemerintah dan/atau di
bawah pembinaan Kementerian Keuangan, yang
selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki
oleh negara melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
yang mendapatkan penugasan khusus dari
Pemerintah untuk dapat mengajukan penawaran
penjualan SUN dan/atau yang pembinaannya
berada di bawah Kementerian Keuangan.

Badan Layanan Umum di bawah pembinaan
Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disingkat
BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau

jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
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keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,
yang pembinaannya berada di bawah Kementerian
Keuangan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek
yang ditunjuk oleh Menteri sebagai dealer utama
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai Dealer Utama.
Pembelian Kembali SUN adalah kegiatan pembelian
kembali SUN yang dimiliki investor oleh Pemerintah
di pasar sekunder sebelum jatuh tempo dengan cara
tunai dan/atau penukaran.

Pembelian Kembali SUN dengan cara Tunai adalah
Pembelian Kembali SUN yang penyelesaian
transaksinya dilakukan dengan pembayaran secara
tunai oleh Pemerintah.

Pembelian Kembali SUN dengan cara Penukaran
(debt switching) adalah Pembelian Kembali SUN yang
penyelesaian  transaksinya dilakukan dengan
penyerahan SUN seri lain oleh Pemerintah dan
apabila  terdapat selisih nilai penyelesaian
transaksinya, dapat dibayar tunai.

Pembelian Kembali SUN dengan metode Lelang,
selanjutnya disebut Lelang Pembelian Kembali SUN
adalah cara pembelian kembali SUN di pasar
sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo
dengan cara tunai dan/atau penukaran, dalam
suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan
diumumkan sebelumnya, melalui sistem Lelang
Pembelian Kembali SUN yang disediakan oleh
Pemerintah.

Pembelian Kembali SUN dengan metode
Bookbuilding adalah cara pembelian kembali SUN di

pasar sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh



